Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan

(JAKPT) f
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri |
ISSN : e-ISSN 3026-6505 .

B e e e R

Volume / Issue / Year/Page : 4/1 /2026 : September / Hal.153-169

KETEPATAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI UMKM MELALUI CORETAX: STUDI KASUS PADA UMKM
PERDAGANGAN

Rosi Puspitasaril®*, Ririh Sri Harjanti2, Andri Widianto?3
L23Universitas Harkat Negeri
Irosipuspitasari654@gmail.com,
2ririh.sriharjanti77@gmail.com, 3andriwidi@gmail.com

*Coresponding Author

Informasi Artikel Abstrak

Pengajuan  : 17-08-2026 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaporan SPT
g:zgi]auan ig:gg:;g;g Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM melalui Coretax
Diterima . 25-09-2026 berdasarkan PER-11/P]/2025, mengidentifikasi bagian pengisian yang
Diterbitkan : 30-09-2026 belum sesuai, serta menganalisis kendala yang muncul dalam proses
K . pelaporan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan
ata Kunci :

Coretax, Ketepatan Pelaporan, pendekatan deskriptif dan desain studi kasus eksploratif mendalam
UMKM, Wajib  Pajak Orang pada Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya di Kabupaten Tegal. Data

Pribadi, SPT Tahunan diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan,

kemudian dianalisis dengan membandingkan informasi yang diinput
wajib pajak pada formulir SPT dengan kondisi kegiatan usaha dan
ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pelaporan SPT Tahun Pajak 2025 telah berhasil dilakukan
melalui Coretax hingga tahap penyampaian elektronik pada 12
Februari 2026, tetapi masih ditemukan enam bagian pengisian yang
belum sesuai, meliputi klasifikasi penghasilan dari pekerjaan,
penghasilan neto, penghasilan neto setelah pengurang, pengurang PPh
terutang, PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain, dan
penghasilan final. Ketidaksesuaian tersebut terutama disebabkan oleh
kesalahan  klasifikasi  penghasilan,  ketidaktepatan  informasi,
ketidaklengkapan pengisian, serta kendala antarmuka dan pemahaman
substansi perpajakan. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa
keberhasilan penggunaan Coretax sampai tahap penyampaian SPT
tidak serta-merta menjamin ketepatan informasi yang dilaporkan,
sehingga evaluasi implementasi sistem perpajakan digital perlu
memperhatikan tidak hanya kemampuan wajib pajak dalam
mengoperasikan sistem, tetapi juga ketepatan data yang dihasilkan
melalui penggunaannya.
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PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen fiskal utama yang berperan dalam
menopang penerimaan negara, membiayai pembangunan nasional, serta menyediakan
berbagai layanan publik (Listtyawati et al., 2026). Besarnya kontribusi pajak terhadap
penerimaan negara menjadikan administrasi perpajakan sebagai salah satu aspek
penting dalam menjaga keberlanjutan penerimaan negara (Juliani Juliani & Mutiara
Maimunah, 2026). Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat bahwa
realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun atau
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sekitar 69% dari total pendapatan negara. Kondisi tersebut mendorong pemerintah
untuk terus melakukan reformasi perpajakan melalui penyempurnaan regulasi,
penerapan sistem self-assessment, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam
administrasi perpajakan.

Perkembangan teknologi dalam administrasi perpajakan tidak hanya mengubah
mekanisme pelayanan, tetapi juga memengaruhi cara wajib pajak memenuhi kewajiban
perpajakannya (Prakasa & Isfaatun, 2020; Umamah et al, 2024). Digitalisasi
administrasi perpajakan telah menjadi bagian dari transformasi sistem perpajakan di
berbagai negara. Bassey et al. (2022) melalui kajian sistematis mengenai administrasi
pajak digital menjelaskan bahwa transformasi digital perpajakan merupakan suatu
ekosistem yang melibatkan teknologi, pengguna, lingkungan kelembagaan, serta hasil
dari penerapan sistem. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan
digitalisasi administrasi perpajakan tidak cukup dinilai dari ketersediaan teknologi,
tetapi juga perlu dilihat dari bagaimana sistem digunakan dan menghasilkan keluaran
dalam proses administrasi perpajakan (Armono et al,, 2024) . Digitalisasi juga dapat
memberikan manfaat terhadap proses administrasi usaha. Penelitian Ouyang et al.
(2023) menunjukkan bahwa perkembangan digital finance berperan dalam
menurunkan ketidakpatuhan pajak pada usaha kecil melalui peningkatan ketersediaan
informasi dan kemudahan dalam aktivitas yang berkaitan dengan perpajakan. Temuan
tersebut memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi memiliki potensi untuk
mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan pada kelompok usaha berskala kecil.

Persoalan adaptasi teknologi menjadi semakin penting pada kelompok Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki kontribusi sekitar 60% terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan berperan dalam penyerapan lebih dari
97% tenaga kerja (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Besarnya peran
tersebut menjadikan UMKM sebagai salah satu kelompok penting dalam pelaksanaan
administrasi perpajakan (Lela et al, 2023). Di sisi lain, pelaku UMKM tidak selalu
memiliki sumber daya manusia yang secara khusus menangani administrasi dan
pelaporan pajak (Djuwita & Yusuf, 2018). Keterbatasan literasi digital, pemahaman
perpajakan, serta kemampuan administrasi dapat menjadi hambatan ketika wajib pajak
menghadapi perubahan sistem (Vanco et al., 2024; Zulfa Ainun Azizatu Rahmah et al,,
2024) . Penelitian Affandi et al. (2024) terhadap 5.035 usaha ultra-mikro, mikro, dan
kecil di 17 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital berkaitan
dengan karakteristik pemilik usaha, karakteristik perusahaan, lingkungan usaha,
infrastruktur konektivitas, dan budaya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pelaku usaha dalam
mengadopsi teknologi tidak bersifat seragam sehingga kapasitas pengguna perlu
menjadi perhatian dalam penerapan sistem digital pada sektor UMKM. Dalam
administrasi perpajakan Indonesia, perkembangan layanan digital sebelumnya telah
diwujudkan melalui berbagai layanan elektronik, termasuk e-filing. Alkausar et al.
(2022) menunjukkan bahwa kesiapan wajib pajak merupakan salah satu aspek yang
perlu diperhatikan dalam penerimaan layanan e-filing. Sementara itu, penelitian
Fajarwati (2023) pada UMKM di Indonesia menunjukkan pentingnya kualitas sistem
dalam mendukung penggunaan layanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan teknologi perpajakan perlu
memperhatikan kemampuan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem sekaligus
kemampuan sistem dalam mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan (Yunita et al.,
2022). Perubahan dari sistem elektronik sebelumnya menuju sistem yang lebih
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terintegrasi membuat persoalan tersebut semakin relevan untuk dikaji (Inegbedion,
2025). Perkembangan tersebut kemudian diwujudkan pemerintah melalui penerapan
Core Tax Administration System (Coretax) secara nasional mulai 1 Januari 2025. Coretax
merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang dirancang untuk
mengintegrasikan berbagai proses perpajakan dalam satu sistem digital (Kadir et al,,
2025). Salah satu proses yang mengalami perubahan adalah penyampaian Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi.
Penerapan Coretax menyebabkan wajib pajak perlu menyesuaikan diri dengan struktur
formulir, pilihan jawaban, serta mekanisme pengisian yang tersedia dalam sistem.
Perubahan tersebut tidak hanya menuntut kemampuan wajib pajak untuk mengakses
dan menggunakan sistem, tetapi juga kemampuan memahami informasi perpajakan dan
menerjemahkan kondisi usaha ke dalam bagian-bagian formulir SPT secara tepat
(Rahayu & Muharam, 2025 .

Penerapan Coretax pada tahap awal menunjukkan kondisi yang belum
sepenuhnya seragam. Penelitian Kadir et al. (2025) menunjukkan bahwa penerapan
Coretax dapat mendukung efektivitas pengelolaan pajak dan kualitas layanan kepada
wajib pajak. Di sisi lain, Abey Fatihah Jiandini & Tantina Haryati (2025) serta Susiana,,
et al. (2025) menemukan bahwa implementasi awal Coretax masih menghadapi
sejumlah kendala, antara lain keterbatasan kemampuan digital pengguna, kurangnya
pelatihan, dan kendala teknis dalam penggunaan sistem. Perbedaan temuan tersebut
menunjukkan bahwa penerapan Coretax memiliki dua sisi, yaitu potensi peningkatan
efektivitas administrasi di satu sisi dan tantangan adaptasi pengguna di sisi lain Abey
Fatihah Jiandini & Tantina Haryati (2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa
keberhasilan implementasi Coretax tidak cukup dilihat dari tersedianya sistem dan
manfaat yang ditawarkan, tetapi juga perlu ditelaah berdasarkan bagaimana sistem
tersebut digunakan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara nyata (Dagunduro
et al., 2025). Dari perspektif penerimaan teknologi, hal ini dapat dijelaskan melalui
Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989).

TAM menjelaskan bahwa penerimaan seseorang terhadap teknologi dipengaruhi
oleh persepsi mengenai manfaat sistem (perceived usefulness) dan kemudahan
penggunaannya (perceived ease of use) Wibowo & Mariani (2026). Perceived usefulness
menggambarkan sejauh mana pengguna meyakini bahwa penggunaan suatu sistem
dapat memberikan manfaat dalam menyelesaikan pekerjaannya, sedangkan perceived
ease of use berkaitan dengan sejauh mana pengguna meyakini bahwa sistem dapat
digunakan tanpa membutuhkan usaha yang berlebihan (Nafisah & Widodo, 2024).
Dalam konteks administrasi perpajakan digital, kedua persepsi tersebut relevan untuk
memahami bagaimana wajib pajak berinteraksi dengan sistem dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya (Mascagni et al, 2021a). Akan tetapi, penerimaan dan
penggunaan teknologi belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa
pelaporan yang dilakukan pengguna telah sesuai dengan ketentuan perpajakan Gyau et
al. (2025). Seorang wajib pajak dapat menerima dan menggunakan suatu sistem digital,
tetapi masih dapat mengalami kesalahan ketika memahami pertanyaan, menentukan
kategori penghasilan, memilih jawaban, atau memasukkan nilai pada bagian tertentu
dalam formulir Ati & Asqolani (2025) . Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perceived
ease of use dalam TAM perlu dibedakan dari accuracy of data entry. Kemudahan
penggunaan sistem dapat membantu wajib pajak menyelesaikan proses pelaporan,
tetapi tidak serta-merta menjamin bahwa informasi perpajakan yang dimasukkan telah
diklasifikasikan dan dicatat secara tepat (Maharani, 2025). Dengan demikian,
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keberhasilan penggunaan Coretax secara operasional tidak dapat dijadikan indikator
tunggal atas ketepatan hasil pelaporan perpajakan. Oleh karena itu, TAM dalam
penelitian ini digunakan sebagai perspektif teoritis untuk memahami aspek pengguna
dalam penerapan teknologi, bukan untuk menguji pengaruh perceived usefulness dan
perceived ease of use secara statistik. Fokus penelitian diarahkan pada hasil penggunaan
Coretax dalam proses pelaporan, khususnya kesesuaian informasi yang dimasukkan
oleh Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam konteks administrasi perpajakan digital, perlu dibedakan antara digital
literacy dan tax literacy. Digital literacy merujuk pada kemampuan pengguna
dalammengakses, memahami, dan mengoperasikan teknologi digital (Ayodele Falana et
al., 2024). Literasi digital di kalangan UMKM Indonesia masih rendah, khususnya di
wilayah non-perkotaan. Banyak pemilik usaha hanya menggunakan internet untuk
komunikasi dan media sosial, serta kurang memiliki pemahaman mendalam tentang
sistem digital dan teknologi perpajakan (Darono & Panggabean, 2026). Sedangkan
Literasi perpajakan adalah keterampilan wajib pajak dalam memahami hak dan
kewajiban perpajakan, serta menggunakan pengetahuan dan keterampilan tersebut
untuk memenuhi kewajibannya secara tepat sesuai dengan peraturan perpajakan yang
berlaku (Tantriangela & Setyowati, 2023) . Perbedaan tersebut membentuk theoretical
gap karena kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem dan persepsi
kemudahan penggunaan tidak selalu berjalan searah dengan ketepatan data yang
dimasukkan. Dalam konteks Coretax, wajib pajak dapat memiliki perceived ease of use
yang baik dan mampu menyelesaikan proses pelaporan, tetapi tetap melakukan
kesalahan dalam mengklasifikasikan penghasilan, menentukan bagian formulir, atau
memasukkan informasi perpajakan (Nafisah & Widodo, 2024) . Dengan demikian,
perceived ease of use tidak dapat diperlakukan sebagai indikator yang secara langsung
merepresentasikan accuracy of data entry.

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai digitalisasi perpajakan masih lebih
banyak membahas penerimaan teknologi, kesiapan pengguna, kualitas sistem, adopsi
digital, dan kepatuhan. Bassey et al. (2022) menunjukkan bahwa kajian mengenai
administrasi pajak digital masih memiliki ruang pengembangan untuk memahami
hubungan antara teknologi, pengguna, konteks administrasi, dan hasil penerapannya.
Penelitian Affandi et al. (2024) memperlihatkan bahwa kemampuan adopsi teknologi
pada UMKM dipengaruhi oleh karakteristik pengguna dan lingkungan usaha, sedangkan
penelitian Alkausar et al. (2022) dan Sutaryo Sutaryo et al. (2025) memberikan
perhatian pada kesiapan serta kualitas sistem dalam penggunaan layanan perpajakan
digital. Meskipun penelitian tersebut memberikan dasar untuk memahami penerapan
teknologi dalam administrasi perpajakan, masih terdapat ruang untuk mengkaji
ketepatan informasi yang dihasilkan wajib pajak setelah menggunakan sistem digital
dalam proses pelaporan SPT (Mangngalla et al., 2026). Dengan kata lain, penelitian
sebelumnya lebih banyak menjelaskan apakah teknologi diterima dan digunakan,
sedangkan kesesuaian pengisian SPT pada tingkat formulir belum banyak menjadi
perhatian (Saptono et al., 2026).

Kesenjangan tersebut menjadi penting pada Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku
UMKM karena keterbatasan sumber daya administrasi dapat memengaruhi kemampuan
dalam menerjemahkan kondisi usaha ke dalam formulir perpajakan (Tedjakusuma et
al,, 2026). Ketersediaan sistem pelaporan digital tidak secara otomatis menjamin bahwa
wajib pajak mampu mengklasifikasikan informasi usahanya secara tepat (Rahmabh et al,,
2025). Kesalahan dalam membedakan penghasilan dari pekerjaan dan penghasilan dari
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usaha, menentukan penghasilan neto, mengidentifikasi penghasilan final, maupun
menentukan pajak yang telah dipotong atau dipungut dapat menyebabkan informasi
yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (Abu-Silake et al.,, 2024).
Oleh sebab itu, evaluasi terhadap pelaporan SPT perlu dilakukan dengan
membandingkan informasi yang diberikan wajib pajak dengan ketentuan yang menjadi
dasar pengisian SPT, bukan hanya berdasarkan keberhasilan wajib pajak menyelesaikan
proses pelaporan secara digital (Oktaviani Rachdian et al.,, 2025).

Penelitian ini menggunakan PER-11/P]J/2025 sebagai dasar evaluasi untuk
menilai kesesuaian pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui
Coretax (Anjani et al., 2026). Evaluasi dilakukan dengan membandingkan jawaban wajib
pajak pada setiap bagian formulir dengan kondisi kegiatan usaha dan ketentuan
perpajakan yang berlaku. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian
mengidentifikasi bagian pengisian yang telah sesuai sekaligus menemukan bentuk
ketidaksesuaian selama proses pelaporan (Fitriyanti & Mayangsari, 2026). Fokus
penelitian ini memberikan sudut pandang yang berbeda dari penelitian yang hanya
menilai penerimaan atau penggunaan teknologi karena menempatkan ketepatan
pengisian SPT sebagai keluaran konkret dari penggunaan sistem digital (Kusuma &
Inayati, 2026). Kajian tersebut diterapkan pada Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya
sebagai salah satu UMKM yang melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh
Orang Pribadi melalui Coretax. Posisi PER-11/P]J/2025 bukan sebagai pengganti
ketentuan substantif dalam PP 55 Tahun 2022, melainkan sebagai aturan yang
memperjelas mekanisme administratif dan tata cara pelaporan dalam sistem Coretax
(Rauzan Farras & Yuliati, 2026). Dengan demikian, apabila PP 55 Tahun 2022 mengatur
siapa yang berhak menggunakan tarif PPh Final 0,5%, dasar pengenaan pajak, serta
batas omzet tertentu, maka PER-11/P]/2025 berfungsi pada tahap implementasi agar
penghasilan dan kewajiban pajak tersebut dapat dilaporkan melalui prosedur dan
formulir yang tepat. Ketentuan bebas pajak bagi omzet UMKM hingga Rp500 juta diatur
dalam PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh, sebagai
aturan turunan dari UU HPP No. 7 Tahun 2021 yang juga menggantikan PP No. 23
Tahun 2018. Dalam Pasal 60 ayat (2) PP 55/2022, disebutkan bahwa Wajib Pajak orang
pribadi dengan peredaran bruto tertentu atas omzet sampai Rp500 juta dalam 1 tahun
pajak tidak dikenai pajak penghasilan (Pawitri & Anggara, 2025a).

Pemilihan objek tersebut didasarkan pada kondisi bahwa pelaku usaha perlu
menyesuaikan proses administrasi perpajakannya dengan mekanisme pelaporan digital
yang baru diterapkan. Berdasarkan observasi awal, proses pelaporan SPT melalui
Coretax masih menghadirkan tantangan, terutama dalam memahami mekanisme
pengisian dan menyesuaikan informasi kegiatan usaha dengan bagian-bagian yang
tersedia dalam formulir SPT. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penelaahan lebih
lanjut untuk mengetahui kesesuaian pelaporan yang dilakukan dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku. Evaluasi terhadap objek penelitian dilakukan dengan
membandingkan informasi yang disampaikan wajib pajak pada formulir SPT dengan
ketentuan PER-11/PJ/2025.

Kebaruan penelitian ini terletak pada evaluasi implementasi Coretax yang tidak
berhenti pada aspek penerimaan dan kemudahan penggunaan teknologi, tetapi
menempatkan ketepatan data yang dimasukkan ke dalam SPT sebagai keluaran konkret
dari penggunaan sistem. Penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji penerimaan
teknologi, kesiapan pengguna, kualitas sistem, adopsi digital, dan kepatuhan, sedangkan
penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan sistem dan perceived
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ease of use tidak serta-merta diikuti oleh accuracy of data entry. Wajib pajak dapat
menyelesaikan proses pelaporan melalui Coretax, tetapi tetap melakukan kesalahan
dalam mengklasifikasikan dan memasukkan informasi perpajakan. Dengan demikian,
penelitian ini memperluas perspektif TAM dengan membedakan keberhasilan
penggunaan teknologi dari ketepatan hasil penggunaan teknologi, yang dievaluasi
berdasarkan kondisi usaha aktual dan ketentuan PER-11/PJ/2025.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kesesuaian pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM melalui
Coretax berdasarkan PER-11/P]/2025, mengidentifikasi bagian pengisian yang belum
sesuai, serta menganalisis kendala yang muncul dalam proses pelaporan. Secara
akademis, penelitian ini diharapkan memperluas kajian mengenai digitalisasi
administrasi perpajakan dengan memberikan bukti pada tingkat implementasi
pelaporan serta memperluas perspektif TAM dari pembahasan mengenai penerimaan
teknologi menuju perhatian terhadap hasil penggunaan sistem. Secara praktis, hasil
penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi wajib pajak, pendamping
perpajakan, dan Direktorat Jenderal Pajak dalam memperkuat edukasi, pendampingan,
dan penyempurnaan layanan pelaporan SPT melalui Coretax bagi pelaku UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan
desain studi kasus eksploratif mendalam. Pendekatan kualitatif digunakan untuk
memahami secara rinci proses pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
melalui Coretax pada Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya. Desain studi kasus eksploratif
mendalam dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan menggambarkan proses
penggunaan Coretax, tetapi juga menelusuri secara kontekstual bagaimana wajib pajak
berinteraksi dengan user interface sistem dan pada bagian mana ketidaksesuaian
pengisian terjadi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengikuti proses pengisian
secara langsung, membandingkan pilihan atau data yang dimasukkan pada setiap
bagian formulir dengan kondisi usaha aktual, serta mengidentifikasi bentuk kesalahan
seperti kesalahan klasifikasi penghasilan, ketidaktepatan pencantuman nilai, dan
ketidaklengkapan informasi.

Objek penelitian ini adalah proses pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Orang Pribadi melalui Coretax berdasarkan ketentuan PER-11/PJ/2025. Penelitian
dilakukan pada Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya yaitu UMKM sektor perdagangan di
Kabupaten Tegal yaitu Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya. Pemilihan objek didasarkan
pada status pemilik usaha sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang
melaksanakan pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax untuk Tahun Pajak 2025 Sesuai
dengan ketentuan PER-11/P]J/2025, sehingga relevan dengan tujuan penelitian.
Penggunaan sistem ini merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan
yang mengharuskan pelaku UMKM memahami penggunaan teknologi serta mengikuti
perkembangan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, TB Perintis Jaya dipilih sebagai
objek penelitian karena dinilai sesuai untuk mengkaji penerapan sistem Coretax pada
UMKM serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaporan SPT Tahunan.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data kualitatif dan data
kuantitatif. Data kualitatif berupa informasi mengenai proses pelaporan SPT, tahapan
pengisian formulir, hasil pengamatan terhadap penggunaan Coretax, serta kendala yang
ditemukan selama proses pelaporan. Data kuantitatif berupa data peredaran bruto,
penghasilan neto, penghasilan kena pajak, PPh terutang, harta, dan informasi nominal
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lainnya yang terdapat dalam dokumen kegiatan usaha dan formulir SPT.

Data penelitian diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan studi
kepustakaan. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pengisian
dan penyampaian SPT Tahunan melalui sistem Coretax serta mencatat informasi yang
dimasukkan oleh wajib pajak pada setiap bagian formulir. Dokumentasi dilakukan
dengan mengumpulkan dokumen pendukung yang berkaitan dengan kegiatan usaha
dan pelaporan SPT, seperti rekapitulasi peredaran bruto, dokumen perpajakan,
tangkapan layar proses pengisian SPT, dan bukti tanda terima penyampaian SPT. Studi
kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perpajakan, artikel ilmiah, dan
literatur yang relevan dengan digitalisasi administrasi perpajakan, Coretax, pelaporan
SPT Tahunan, serta Technology Acceptance Model (TAM). Dalam proses penelitian,
peneliti menjadi instrumen utama yang didukung dengan lembar observasi dan lembar
dokumentasi untuk mencatat serta mengorganisasi data yang diperoleh.

Pelaporun SPT Tabonun PPY Waplb Pajek
Ovung 'ibadi UMKM meladus Coretux

!

I Pengsimgnilan Data

o Dhmeryum
o Dokumemtai

o Sty kepeostakaur

! }
Tlentaihast hondsl ahival Ibented ikl pengisian SI'T
keglatan waahs Waph Pauk Talsan pacls € oretan

'

PMerbundingss koodis akiul waahs dempan e
- PR | P28 dan

pengiian SIFT bordasarkan PER P00

Netertwsn perpe)ekan terkalt |

J

Gambar 1. Kerangka dan Alur Penelitian

Prosedur analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama
adalah identifikasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan proses pelaporan SPT
Tahunan, kondisi kegiatan usaha, serta ketentuan pengisian SPT berdasarkan PER-
11/P]J/2025. Tahap kedua adalah pengelompokan data berdasarkan bagian-bagian
formulir SPT yang menjadi fokus penelitian. Data kuantitatif yang berkaitan dengan
nominal penghasilan, peredaran bruto, harta, dan pajak digunakan sebagai data
pendukung dalam proses evaluasi, sedangkan data kualitatif digunakan untuk
menjelaskan proses pengisian dan kondisi yang ditemukan selama pelaporan. Tahap
ketiga adalah reduksi data dengan memilih informasi yang memiliki keterkaitan
langsung dengan kesesuaian pengisian SPT. Tahap keempat adalah analisis
perbandingan, yaitu mencocokkan jawaban dan informasi yang diinput oleh wajib pajak
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dengan kondisi kegiatan usaha serta ketentuan PER-11/P]/2025. Hasil perbandingan
kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang memuat ketentuan yang seharusnya,
jawaban wajib pajak, dan hasil analisis kesesuaiannya. Tahap terakhir adalah penarikan
kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan dan temuan mengenai kendala dalam
proses pelaporan SPT melalui Coretax.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi
sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang terdapat dalam dokumen
kegiatan usaha, dokumen perpajakan, dan formulir SPT yang dilaporkan melalui
Coretax. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi dan
dokumentasi terhadap data yang diperoleh selama proses pelaporan. Observasi
dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelaporan SPT Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan aplikasi Coretax, sedangkan
dokumen yang digunakan antara lain bukti pelaporan SPT Tahunan, tangkapan layar
(screenshot) tahapan pelaporan menggunakan aplikasi Coretax, serta dokumen
administratif lain yang relevan. Selain itu, informasi yang tercantum dalam SPT
dibandingkan dengan kondisi kegiatan usaha dan ketentuan PER-11/P]/2025 untuk
memastikan ketepatan hasil evaluasi. Proses tersebut dilakukan untuk meningkatkan
keabsahan data dan memastikan hasil penelitian didasarkan pada informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.
Data Penghasilan Bruto Bulanan Tahun 2025
Bulan Penghasilan Akumulasi Penghasilan Dasar Pengenaan PPh
Bruto Bruto (Rp) Pajak (Rp) Terutang
(Rp) (Rp)
Januari 90.000.000 90.000.000 0 0
Februari 95.000.000 185.000.000 0 0
Maret 95.000.000 280.000.000 0 0
April 100.000.000 380.000.000 0 0
Mei 105.000.000 485.000.000 0 0
Juni 110.000.000 595.000.000 95.000.000 475.000
Juli 110.000.000 705.000.000 110.000.000 550.000
Agustus  115.000.000 820.000.000 115.000.000 575.000
September  122.000.000 942.000.000 122.000.000 610.000
Oktober  130.000.000 1.072.000.000 130.000.000 650.000
November 135.000.000 1.207.000.000 135.000.000 675.000
Desember  140.000.000 1.347.000.000 140.000.000 700.000
Total 1.347.000.000 847.000.000 4.235.000

Berdasarkan data penghasilan bruto Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya selama
tahun pajak 2025, total peredaran bruto yang diperoleh sebesar Rp1.347.000.000.
Peredaran bruto pada Januari sampai Mei masing-masing sebesar Rp90.000.000,
Rp95.000.000, Rp95.000.000, Rp100.000.000, dan Rp105.000.000, sehingga akumulasi
peredaran bruto sampai Mei mencapai Rp485.000.000. Pada Juni, penghasilan bruto
sebesar Rp110.000.000 meningkatkan akumulasi peredaran bruto menjadi
Rp595.000.000. Berdasarkan data tersebut, dasar pengenaan pajak mulai tercatat pada
Juni sebesar Rp95.000.000. Pada Juli sampai Desember, dasar pengenaan pajak masing-
masing sebesar Rp110.000.000, Rp115.000.000, Rp122.000.000, Rp130.000.000,

160



Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan

(JAKPT) f
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri |
ISSN : e-ISSN 3026-6505

B e e e R

Volume / Issue / Year/Page : 4/1 /2026 : September / Hal.153-169

Rp135.000.000, dan Rp140.000.000. Total dasar pengenaan pajak selama tahun 2025
sebesar Rp847.000.000 dengan total PPh terutang sebesar Rp4.235.000.

Pelaksanaan SPT tahunan melalui Coretax

Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Toko Bahan Bangunan
Perintis Jaya dilakukan untuk tahun pajak 2025 melalui sistem Coretax. Berdasarkan
hasil observasi, proses pelaporan mencakup pengisian data perpajakan pada formulir
yang tersedia dalam sistem, penginputan informasi penghasilan, pengisian informasi
terkait PPh terutang dan penghasilan final, serta penyampaian SPT secara elektronik.
Pelaporan diselesaikan pada 12 Februari 2026 menggunakan tanda tangan elektronik
berupa kode QR dan menghasilkan bukti penerimaan SPT.

Sebelum melakukan pelaporan, wajib pajak telah memiliki dokumen
administrasi yang digunakan dalam proses pengisian SPT, antara lain NPWP,
pencatatan transaksi usaha, dan data penghasilan selama tahun pajak 2025. Wajib pajak
juga memiliki perangkat dan akses internet yang digunakan untuk mengakses Coretax.
Proses pelaporan dilakukan melalui tahapan pengisian informasi perpajakan sampai
dengan penyampaian SPT secara elektronik.

Kesesuaian Pengisian SPT Berdasarkan PER-11/PJ/2025

Untuk menilai kesesuaian pengisian SPT Tahunan yang dilakukan oleh wajib
pajak, setiap informasi pada formulir SPT dibandingkan dengan kondisi kegiatan usaha
dan ketentuan PER-11/PJ/2025. Perbandingan dilakukan terhadap informasi
penghasilan, penghasilan neto, pengurang penghasilan, PPh terutang, kredit pajak,
harta, penghasilan final, serta informasi lain yang terdapat dalam formulir SPT. Hasil
perbandingan tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2.
Perbandingan Pelaporan SPT Tahunan PPh WP OP Menurut UMKM dan
berdasarkan PER 11/P] /2025

No Keteransan Menurut PER Menurut Hasil
& 11/PJ/2025 UMKM  Analisis
formuhr Induk Halar_nan 1 point 1.a . Berdasarkan. Keglatan" UMKM Belum
Apakah Anda Menerima penghasilan dari usaha yang dilakukan . rom .
1 . N AR menjawab: "Ya” Sesuai
pekerjaan ? Tidak
Formulir Induk Halaman 1 Poin 2 Berdasarkan Kegiatan UMKM
” . . . Belum
2 "Penghasilan neto setahun usaha yang dilakukan =~ menjawab sesuai
(la+1b+1c+1d)” “nol” Rp590,000
Formulir Induk Halaman 1 Poin 4 Berdasarkan Keglatan UMKM Belum
3 "Penghasilan neto setelah penguran usaha yang dilakukan  menjawab: sesuai
& pengurang "nol” Rp590.000

Berdasarkan Kegiatan

Formulir Induk Halaman 1 Poin 8 “Apakah UMKM tidak  Belum

4 Terdapat pengurang PPh terutang?” usaha }{frrilggilg’akukan menjawab sesuai
Formulir Induk Halaman 1 Poin 10a Berdasarkan Kegiatan
» : UMKM Belum
5 ”Apakah terdapat PPh yang telah usaha yang dilakukan meniawab: "Ya"  sesuai
dipotong/dipungut oleh pihak lain” "Tidak” J '

Formulir Induk Halaman 1 Poin 14c: Berdasarkan Keglatan UMKM ”
6 . . ) usaha yang dilakukan ~ menjawab:
Menerima penghasilan final o Tidak”

Belum
sesuai
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Implementasi Coretax dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi UMKM

Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada Toko Bahan Bangunan Perintis
Jaya telah dilakukan melalui Coretax hingga tahap penyampaian secara elektronik.
Wajib pajak telah menyiapkan dokumen administrasi, data penghasilan, perangkat, dan
akses internet yang diperlukan dalam proses pelaporan. SPT Tahun Pajak 2025
disampaikan pada 12 Februari 2026 dan telah memperoleh bukti penerimaan SPT. Hal
ini menunjukkan bahwa Coretax telah dapat digunakan sebagai sarana untuk
menyelesaikan kewajiban pelaporan pajak secara digital. Dari proses pelaporan yang
dilakukan, tahapan dalam Coretax dapat diikuti oleh wajib pajak sampai SPT berhasil
dikirimkan. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi operasional, sistem
telah dapat dimanfaatkan untuk menggantikan proses pelaporan secara konvensional.
Temuan ini sejalan dengan penelitian (Pawitri & Anggara, 2025b) yang menemukan
bahwa kualitas sistem Coretax berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan
dan kemanfaatan sistem. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa kualitas sistem menjadi
salah satu bagian yang mendukung penggunaan Coretax dalam pelaksanaan
administrasi perpajakan. Pada Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya, keberhasilan
penggunaan Coretax terlihat dari terselesaikannya seluruh proses hingga
diterbitkannya bukti penerimaan SPT. Akan tetapi, penilaian terhadap implementasi
Coretax tidak berhenti pada keberhasilan penyampaian SPT karena isi pelaporan masih
perlu dibandingkan dengan kondisi kegiatan usaha dan ketentuan perpajakan.
Pembahasan mengenai kesesuaian tersebut menjadi bagian tersendiri untuk melihat
apakah informasi yang dimasukkan telah mencerminkan kondisi wajib pajak.

Kesesuaian Pengisian SPT Berdasarkan PER-11/PJ/2025

Hasil perbandingan antara pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada Toko
Bahan Bangunan Perintis Jaya dengan ketentuan PER-11/PJ/2025 menunjukkan
adanya beberapa bagian yang belum sesuai. Ketidaksesuaian tersebut berkaitan dengan
pengelompokan penghasilan, pencantuman penghasilan neto, pengisian informasi
mengenai pengurang PPh terutang, PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain,
serta pengakuan penghasilan final. Rincian bagian yang belum sesuai disajikan pada
Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2, ketidaksesuaian pada Poin 1a, Poin 2, dan Poin 4 saling
berkaitan. Pada Poin 1a, wajib pajak menjawab “Ya” atas pertanyaan mengenai
penerimaan penghasilan dari pekerjaan, sedangkan berdasarkan kondisi kegiatan usaha
seharusnya dijawab “Tidak”. Penghasilan sebesar Rp590.000 yang dicantumkan bukan
merupakan penghasilan dari pekerjaan, melainkan bagian dari peredaran bruto usaha
yang dikenai PPh Final. Kesalahan klasifikasi tersebut kemudian menyebabkan nilai
Rp590.000 tercantum pada Poin 2 sebagai penghasilan neto setahun dan Poin 4 sebagai
penghasilan neto setelah pengurang, padahal kedua bagian tersebut seharusnya bernilai
Rp0. Secara perpajakan, kesalahan Kklasifikasi penghasilan dapat menyebabkan
informasi penghasilan ditempatkan pada mekanisme penghitungan pajak yang tidak
sesuai sehingga berpotensi memengaruhi ketepatan penghitungan kewajiban PPh.
Apabila SPT telah disampaikan, ketidaksesuaian tersebut perlu diperbaiki melalui
pembetulan SPT. Jika kesalahan tersebut mengakibatkan jumlah pajak yang dibayar
lebih kecil daripada yang seharusnya, dapat timbul konsekuensi administratif sesuai
ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ketidaksesuaian berikutnya terdapat pada Poin 8 mengenai pengurang PPh
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terutang. Wajib pajak tidak memberikan jawaban pada bagian tersebut, sedangkan
berdasarkan kondisi kegiatan usaha seharusnya dijawab “Tidak”. Kondisi ini
menunjukkan adanya Kketidaklengkapan informasi dalam pengisian SPT. Secara
administratif, informasi yang tidak lengkap dapat menyebabkan data perpajakan yang
disampaikan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi wajib pajak dan dapat
memerlukan klarifikasi atau pembetulan SPT. Namun, ketidaklengkapan tersebut tidak
serta-merta menimbulkan sanksi administratif apabila tidak menyebabkan kekurangan
pembayaran pajak atau pelanggaran kewajiban perpajakan lainnya.

Pada Poin 10a, wajib pajak menjawab “Ya” atas pertanyaan mengenai PPh yang
telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Berdasarkan kondisi usaha, jawaban yang
seharusnya diberikan adalah “Tidak” karena PPh Final atas peredaran bruto usaha
disetorkan sendiri oleh wajib pajak dan tidak terdapat pemotongan atau pemungutan
oleh pihak lain atas transaksi yang diperiksa. Kesalahan tersebut berimplikasi pada
ketepatan informasi kredit pajak karena jawaban “Ya” dapat menunjukkan adanya pajak
yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Apabila informasi tersebut diikuti
dengan pengakuan kredit pajak yang sebenarnya tidak ada, jumlah PPh yang masih
harus dibayar dapat menjadi tidak tepat. Dalam kondisi SPT telah disampaikan,
ketidaksesuaian tersebut perlu diperbaiki melalui pembetulan SPT. Apabila kesalahan
tersebut mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak, konsekuensi administratif
dapat timbul sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sementara itu, pada Poin 14c, wajib pajak menjawab “Tidak” atas pertanyaan
mengenai penerimaan penghasilan final, sedangkan berdasarkan kondisi kegiatan
usaha seharusnya dijawab “Ya” karena penghasilan yang diperoleh termasuk
penghasilan yang dikenai PPh Final. Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan
penghasilan yang seharusnya dilaporkan sebagai penghasilan final tidak teridentifikasi
secara tepat dalam SPT. Secara perpajakan, kesalahan tersebut dapat menimbulkan
ketidaksesuaian antara peredaran bruto usaha, kewajiban PPh Final, dan informasi
penghasilan final yang disampaikan dalam SPT. Apabila SPT telah disampaikan, wajib
pajak perlu melakukan pembetulan agar informasi yang dilaporkan sesuai dengan
kondisi sebenarnya. Jika kesalahan tersebut juga menyebabkan kekurangan
pembayaran PPh Final, konsekuensi administratif dapat mengikuti ketentuan mengenai
kekurangan pembayaran pajak. Berdasarkan enam poin ketidaksesuaian tersebut,
kesalahan pengisian SPT dapat dikelompokkan menjadi kesalahan Kklasifikasi
penghasilan, ketidaktepatan pencantuman nilai atau informasi perpajakan, serta
ketidaklengkapan pengisian. Konsekuensi administratif dari masing-masing kesalahan
tidak selalu sama. Kesalahan yang hanya berkaitan dengan kelengkapan informasi dapat
memerlukan klarifikasi atau pembetulan SPT, sedangkan kesalahan yang memengaruhi
penghitungan PPh terutang atau kredit pajak dapat menyebabkan kekurangan
pembayaran pajak. Dalam kondisi terdapat kekurangan pembayaran, konsekuensi
administratif mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ketepatan Informasi dalam Penggunaan Coretax

Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan wajib pajak dalam
menyelesaikan pelaporan melalui Coretax tidak selalu berjalan seiring dengan
ketepatan informasi yang dimasukkan ke dalam SPT. Pada penelitian ini, SPT Tahun
Pajak 2025 telah berhasil disampaikan secara elektronik, tetapi pemeriksaan terhadap
isi SPT masih menemukan beberapa informasi yang tidak sesuai dengan kondisi
kegiatan usaha dan ketentuan perpajakan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa
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kemampuan menggunakan sistem sampai tahap penyampaian dan kemampuan
menentukan informasi perpajakan yang tepat merupakan dua hal yang berbeda.
Ketidaksesuaian yang ditemukan lebih banyak berkaitan dengan proses menentukan
informasi yang tepat sebelum data dimasukkan ke dalam sistem. Pengguna perlu
memahami terlebih dahulu apakah suatu penghasilan termasuk penghasilan dari
pekerjaan, penghasilan usaha yang dikenakan PPh Final, atau termasuk dalam kategori
lainnya. Pemahaman tersebut kemudian menentukan bagian SPT yang harus diisi dan
informasi yang harus dicantumkan. Dalam kasus Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya,
proses penggunaan Coretax dapat diselesaikan, tetapi masih terdapat perbedaan antara
kondisi usaha dengan kategori informasi yang dipilih dalam SPT.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Mascagni et al, 2021b) yang
menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan dapat
membantu meningkatkan kualitas administrasi dan kepatuhan, tetapi penggunaan
teknologi tidak secara otomatis menghilangkan perbedaan dalam informasi yang
dilaporkan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut mendukung temuan penelitian ini
bahwa sistem digital dapat memfasilitasi proses administrasi, sementara ketepatan
informasi tetap dipengaruhi oleh kemampuan wajib pajak dalam memahami dan
menyampaikan informasi perpajakannya. Dalam perspektif Technology Acceptance
Model (TAM), kondisi tersebut dapat dipahami dengan membedakan antara
penggunaan teknologi dan kemampuan pengguna dalam memanfaatkan teknologi
untuk menyelesaikan tugasnya. Penelitian ini tidak mengukur perceived usefulness dan
perceived ease of use melalui instrumen TAM, sehingga TAM tidak digunakan untuk
menentukan tingkat penerimaan Coretax. Dalam penelitian ini, TAM digunakan sebagai
perspektif dalam membaca penggunaan teknologi pada proses pelaporan. Berdasarkan
hasil penelitian, wajib pajak telah mampu menggunakan Coretax sampai tahap
penyampaian SPT, sedangkan ketidaksesuaian yang ditemukan lebih berkaitan dengan
penentuan informasi perpajakan yang harus dimasukkan ke dalam sistem.

Kontribusi Temuan terhadap Kajian Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menempatkan ketepatan hasil
pelaporan sebagai bagian dari evaluasi implementasi teknologi perpajakan. Penelitian
terdahulu mengenai digitalisasi perpajakan banyak membahas penerimaan teknologi,
kesiapan pengguna, kemudahan penggunaan, kualitas sistem, dan adopsi layanan
digital. Penelitian ini melengkapi kajian tersebut melalui pemeriksaan langsung
terhadap hasil penggunaan Coretax pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi UMKM
berdasarkan ketentuan PER-11/P]J/2025. Kontribusi tersebut tidak terletak pada
generalisasi kondisi seluruh UMKM berdasarkan satu objek penelitian, melainkan pada
perspektif yang diperoleh dari kasus yang diteliti. Temuan Toko Bahan Bangunan
Perintis Jaya menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital tidak selalu berjalan
searah dengan ketepatan pelaporan. Wajib pajak dapat menyelesaikan pelaporan secara
elektronik, tetapi masih dapat melakukan kesalahan ketika menerjemahkan kondisi
usahanya ke dalam informasi yang tersedia pada formulir. Temuan ini memperlihatkan
bahwa evaluasi digitalisasi administrasi perpajakan perlu mempertimbangkan dua
aspek sekaligus, yaitu keberhasilan penggunaan sistem dan ketepatan informasi yang
dilaporkan. Temuan ini juga sejalan dengan pernyataan (Misbahuddin & Kurniawati,
2025) bahwa kualitas sistem dan dukungan teknis merupakan pilar keberhasilan
reformasi perpajakan.

Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
pelaksanaan edukasi dan pendampingan Coretax bagi UMKM. Pendampingan tidak
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hanya diperlukan untuk mengenalkan fitur dan tahapan penggunaan sistem, tetapi juga
untuk membantu wajib pajak memahami klasifikasi informasi perpajakan yang harus
dimasukkan. Bagi pengembangan layanan Coretax, temuan mengenai kesalahan pada
beberapa bagian formulir juga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kejelasan
petunjuk pengisian dan informasi yang diberikan kepada pengguna.

Kendala Coretax pada UMKM Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya

Kendala yang ditemukan dalam penggunaan Coretax pada Toko Bahan Bangunan
Perintis Jaya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu kendala
antarmuka dan teknis (system usability) serta kendala literasi substansi perpajakan (tax
knowledge). Pengelompokan ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian pengisian SPT
tidak semata-mata berasal dari kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem,
tetapi juga dari kemampuan memahami substansi perpajakan yang harus
diterjemahkan ke dalam formulir Coretax. Dalam perspektif Technology Acceptance
Model (TAM), kendala system usability berkaitan dengan aspek perceived ease of use,
sedangkan tax knowledge menunjukkan faktor substantif di luar kemudahan
penggunaan sistem yang turut menentukan ketepatan data yang dimasukkan.

Kendala antarmuka dan teknis (system usability) berkaitan dengan proses
pengguna dalam berinteraksi dengan tampilan, struktur formulir, serta prosedur
penginputan pada Coretax. Sebagai sistem yang relatif baru, wajib pajak masih
memerlukan penyesuaian terhadap bagian-bagian formulir dan mekanisme pengisian
yang tersedia. Kendala tersebut terlihat dari adanya bagian pengurang PPh terutang
pada Poin 8 yang tidak dijawab serta proses pemindahan data dari pencatatan usaha ke
dalam sistem yang belum terintegrasi secara otomatis. Ketergantungan pada koneksi
internet dan kebutuhan ketelitian dalam mengisi kolom-kolom tertentu juga menambah
kompleksitas proses pelaporan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan
menyelesaikan tahapan penggunaan Coretax belum selalu diikuti dengan kemudahan
dalam memahami fungsi dan hubungan setiap bagian formulir. Dalam perspektif TAM,
kondisi tersebut menunjukkan keterbatasan pada aspek perceived ease of use dalam
proses pengisian SPT. Kendala literasi substansi perpajakan (tax knowledge) berkaitan
dengan kemampuan wajib pajak memahami klasifikasi dan perlakuan perpajakan atas
kondisi usahanya. Kendala ini terlihat dari kesalahan mengklasifikasikan Rp590.000
sebagai penghasilan dari pekerjaan pada Poin la yang kemudian memengaruhi
pengisian Poin 2 dan Poin 4. Selain itu, jawaban pada Poin 10a mengenai PPh yang
dipotong atau dipungut pihak lain dan Poin 14c mengenai penghasilan final
menunjukkan bahwa wajib pajak belum sepenuhnya tepat dalam membedakan
mekanisme PPh Final, pemotongan atau pemungutan pihak lain, serta penghasilan yang
harus dilaporkan sebagai penghasilan final. Temuan tersebut menunjukkan bahwa
ketepatan pengisian Coretax tidak hanya bergantung pada kemudahan penggunaan
sistem, tetapi juga pada tax knowledge pengguna.

KESIMPULAN

Bahwa keberhasilan wajib pajak dalam menggunakan Coretax hingga tahap
penyampaian SPT tidak serta-merta menjamin ketepatan informasi yang dilaporkan.
Ketidaksesuaian masih ditemukan pada klasifikasi penghasilan, penghasilan neto,
pengurang PPh terutang, kredit pajak, dan penghasilan final. Secara teoretis, temuan ini
memperluas perspektif Technology Acceptance Model (TAM) dengan menunjukkan
bahwa evaluasi adopsi teknologi perpajakan tidak cukup hanya mempertimbangkan
perceived usefulness dan perceived ease of use, tetapi juga perlu mencakup ketepatan
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keluaran sistem (output accuracy). Dengan demikian, keberhasilan adopsi teknologi
perpajakan perlu dinilai tidak hanya dari kemampuan pengguna menerima dan
mengoperasikan sistem, tetapi juga dari ketepatan data yang dihasilkan melalui
penggunaan sistem tersebut.
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